MINGGU WAGE, 29 NOVEMBER 2020
(13 BAKDAMULUD 1954)

Yedaubatan Rakyat

"KEDAULATAN RAKYAT”
HALAMAN 10

PENANGANAN BENCANA DI TEMANGGUNG

BPBD Dorong Desa Mandiri

TEMANGGUNG (KR) - Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung men-
dorong Desa-desa dan Kecamatan dapat lebih mandiri
dalam penanganan bencana, agar mitigasi bencana da-
pat berjalan lebih optimal.

"Meskipun BPBD hadir dalam penanganan bencana,
kami mendorong masyarakat untuk dapat lebih
mandiri agar mitigasi bencana bisa berjalan dengan
lebih baik," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten
Temanggung, Dwi Sukarmei.

Menurutnya, kondisi geografis Temanggung yang
berupa pegunungan, sangat rawan terjadi tanah long-
sor, terutama saat musim hujan. Ada 15 kecamatan dari
20 kecamatan di Kabupaten Temanggung yang meru-
pakan daerah rawan longsor. Guna penanganan miti-
gasi yang terbaik, beberapa waktu BPBD menggelar
pertemuan dengan peserta dari tiga desa dan tiga keca-
matan rawan bencana, yakni Kecamatan Kledung,
Tembarak, dan Pringsurat.

Dalam pertemuan tersebut, antara lain disampaikan
pengenalan aplikasi sistem informasi notifikasi keben-
canaan (Sinotika) untuk mempercepat penanganan
bencana, langkah-langkah laporan dalam Sinotika, dan
penanganan bencana di daerah. Melalui kegiatan ini,
desa maupun kecamatan diharapkan benar-benar siap
dalam penanganan bencana dan melibatkan semua ka-
langan. (Osy)-d

PILKADA SERENTAK
9 Desember Libur Nasional

JAKARTA (KR) - Pemerintah menetapkan hari pe-
mungutan suara Pilkada Serentak 9 Desember 2020 se-
bagai libur nasional berdasarkan Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari
Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagai hari libur nasional.

"Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 se-
bagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara
serentak," demikian ditetapkan dalam putusan kesatu
beleid tersebut yang dilihat di laman setneg.go.id pada
Sabtu (28/11).

Keppres tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan yaitu pada 27 November 2020. Pilkada 2020 akan
digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi,
224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar
pada 23 September 2020 namun akibat pandemi Covid-
19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember, yang
juga merupakan Hari Antikorupsi Sedunia.

Tahap pendaftaran pasangan bakal calon peserta
Pilkada 2020 sudah dilakukan pada 4-6 September
2020, selanjutnya KPU melakukan verifikasi dan
mengumumkan peserta Pilkada pada 23 September.
Masa kampanye berlangsung pada 26 September sam-
pai 5 Desember 2020 atau selama 71 hari. (Ant)-d
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terkait perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-
2020," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di
Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11).

Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan
selama 20 hari pertama terhitung sejak 28 November
2020 sampai dengan 17 Desember 2020. Untuk tersang-
ka Ajay, ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat,
sedangkan tersangka Hutama di Rutan Polda Metro
Jaya.

Sebagai penerima, Ajay disangkakan melanggar
Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 hurufb atau Pasal 11
dan atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Hutama disangkakan melanggar Pasal 5
ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal
13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 seba-
gaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Sebelumnya dalam kegiatan tangkap tangan tersebut,
KPK telah menangkap 11 orang pada Jumat (27/11)
pukul 10.40 WIB di Bandung dan Cimahi, yaitu Ajay
Muhammad Priatna (AJM), Farid (FD) ajudan Ajay,
Yanti (YT) orang kepercayaan Ajay, Endi (ED) sopir Yanti,
Dominikus Djoni (DD) dari unsur swasta. (Ful/Ant)-d
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Menurutnya, sudah saatnya UIN memulai segala sesu-
atu dengan rasa gembira, keindahan, tidak terlalu kaku
dan rileks. "Tidak menutup kemungkinan pendidikan seni
akan kita masukkan ke dalam kurikulum agar lebih bisa
menghargai potensi mahasiswa, tidak hanya kognitif, tapi
seni juga dimaksimalkan," katanya.

Butet Kartaredjasa mengapresiasi forum seperti ini yang
menurutnya sangat menarik. Sangat bunyi' untuk
Indonesia yang sedang terancam keterbelahan karena poli-
tik identitas.

"Inilah Islam yang sejuk, Islam yang egaliter, Islam yang
menghormati keberagaman. Dan UIN Sunan Kalijaga
mempelopori. Saya kepengen Perguruan Tinggi Islam di
Indonesia melakukan gerakan yang sama menyapa lintas
iman, lintas disiplin. Agama yang bersentuhan dengan seni
budaya itu, dalam istilah saya agama yang Kaliurang
banget, agama yang sejuk,” kata Butet.

Rektor ISI Yogyakarta, M Agus Burhan yang hadir di fo-
rum itu sebagai seniman menyambut baik ajakan Rektor
UIN Sunan Kalijaga untuk membangun jejaring, me-
nyatukan studi ke-Islaman dengan seni-budaya. Menjadi-
kan kampus UIN Sunan Kalijaga sebagai rumah bersama
yang tidak memandang latar belakang agama, etnik, go-
longan.

Sedangkan Ketua Senat UIN Sunan Kalijjaga
Yogyakarta, Prof Siswanto Masruri mendukung tekad
Rektor UIN Sunan Kalijaga untuk mengembangkan seni
budaya dalam kurikulum ke depan. "Dengan seni-budaya
dapat mengasah jiwa manusia menjadi halus, lembut dan
peka. Sehingga dapat menangkal pemahaman keagamaan
yang radikal," katanya. (Dev)-d

"Menteri Kelautan dan Per-
ikanan yang baru harus betul-be-
tul berani mencabut sejumlah
peraturan menteri yang ber-
masalah, khususnya Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan
No. 12 Tahun 2020 yang memberi-
kan izin ekspor benih lobster," ka-
ta Susan Herawati dalam siaran
pers di Jakarta, Sabtu (28/11).

Menurutnya, mencabut regu-
lasi bermasalah adalah syarat
pertama dari kriteria Menteri
Kelautan dan Perikanan baru.
Syarat selanjutnya, adalah bukan

Solo Distribu
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MENTERI KKP BARU HARUS BERANI

Cabut Regulasi Ekspor Benih Lobster

JAKARTA (KR) - Sekjen Koalisi Rakyat untuk
Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati meng-
inginkan agar siapa pun yang terpilih menjadi Menteri
Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo be-
rani mencabut regulasi terkait ekspor benih lobster.

delegasi partai politik maupun
aktif sebagai pengurus atau fung-
sionaris partai politik di In-
donesia.

Tidak hanya itu, ujar dia,
Menteri Kelautan dan Perikanan
yang baru juga seharusnya tidak
memiliki latar belakang sebagai
pengusaha. "Syarat ini mutlak su-
paya menteri baru tidak terjebak
pada konflik kepentingan," kata
Sekjen Kiara.

Sementara itu, Menteri Kelaut-
an dan Perikanan ad interim
Luhut Binsar Pandjaitan menya-
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Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo memberangkatkan lima unit
mobil distribusi SPPT PBB ke wilayah kecamatan.

SOLO (KR) - Pemerintah Kota
(Pemkot) Solo tahun ini mendis-
tribusikan Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) lebih
awal dibanding tahun-tahun sebe-

takan tidak ada yang salah ter-
kait regulasi mengenai benih lob-
ster seperti tertuang dalam
Peraturan Menteri KP Nomor
12/2020 tentang Pengelolaan
Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

"Jadi, kalau dari permen (perat-
uran menteri) yang dibuat tidak
ada yang salah. Sudah kita cek ta-
di. Semua itu dinikmati (hasilnya)
oleh rakyat mengenai program ini.
Tidak ada yang salah," katanya.

Luhut menyebut memang ada
mekanisme ekspor yang dinilai
keliru, yakni dalam hal pen-
gangkutan benih bening lobster
dari Indonesia ke negara tujuan
ekspor.Untuk itu, tim KKP se-
dang melakukan evaluasi sembari
menghentikan sementara ekspor
benih lobster.

lumnya. Diharapkan, warga da-
pat membayar PBB lebih awal,
apalagi pembayaran dapat di-
lakukan secara online.

Walikota Solo FX Hadi Rudyat-
mo mengungkapkan hal itu usai
peluncuran SPPT PBB di Balai-
kota, baru-baru ini. Menurutnya,
tingkat kesadaran warga Solo
membayar pajak terdeteksi cukup
tinggi. Paling tidak, indikasi itu
dapat dilihat dari realisasi peneri-
maan PBB yang selalu melebihi
target. Bahkan pada tahun 2020
ini realisasi PBB Kota Solo masih
melebihi target hingga 109 per-
sen. "Hal itu mesti diimbangi de-
ngan peningkatan pelayanan.

Di antaranya dengan kemudah-
an sistem pembayaran online
yang dapat dilakukan di mana sa-

"Pak Sekjen dan tim sedang
mengevaluasi, nanti minggu de-
pan dilaporkan ke saya. Kalau
memang kita lihat bagus kita
teruskan, karena sekali lagi tadi
Pak Sekjen menyampaikan ke
saya, itu memberikan manfaat ke
nelayan di pesisir selatan," pa-
parnya.

Sementara mengenai kasus
hukum terkait ekspor benih lob-
ster, Menteri Luhut meminta
KPK memproses sesuai aturan
yang berlaku dan tidak berlebi-
han. "Kita menyayangkan peristi-
wa ini dan saya tahu Pak Edhy
sebenarnya orang baik. Dan, saya
senang beliau langsung ambil alih
tanggung jawab, sebagai seorang
ksatria dan itu harus kita hor-
mati," yjar Luhut. (Ant/Ful)-d

sikan SPPT Lebih Awal

ja dan kapan saja. Wajib pajak
yang taat dan tidak pernah telat
membayar pajak juga perlu dibe-
rikan penghargaan," tandasnya.

Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) Kota Solo,
Yosca Herman Soedrajat menga-
takan, penerimaan pendapatan
pada awal tahun sangat mem-
bantu perputaran roda pemerin-
tahan.

Sebagai gambaran, ketika
Pemkot Solo menyatakan Keja-
dian Luar Biasa (KLB) Covid-19
bulan Maret lalu, distribusi ban-
tuan kepada masyarakat ber-
jalan cepat, sebab telah tersedia
dana segar dari hasil Penda-
patan Asli Daerah (PAD), terma-
suk PBB. (Hut)-d

Malioboro Mall Luncurkan 'Ngemal Online'

YOGYA (KR) - Malioboro Mall
meluncurkan aplikasi mobile
Malioboro MallShop & Deals, un-
tuk membantu tenant dalam pe-
masaran di masa pandemi Covid-
19. Aplikasi ini juga menjadi alter-
natif ngemal bagi masyarakat
yang ingin bertandang ke mal na-
mun enggan karena adanya pan-
demi.

"Para users dapat memperoleh
info terbaru seputar mal terkait
promosi, event, pameran dan beri-
ta informatif lainnya. Kami juga
memfasilitasi para users melihat
katalog produk toko-toko favorit
serta memberikan akses untuk
belanja online di toko-toko yang
ada di Malioboro Mall," kata
Marketing & Promotion Staff

Malioboro Mall, Eunike Set
Satyarini kepada KR, Sabtu
(28/11).

GM Malioboro Mall M Ferra
Devi menyebutkan, aplikasi ini
bisa diunduh di Google PlayStore.
Sesuai slogan Dunia Belanja &
Rekreasi Jogja, Malioboro Mall
menjadikan dunia belanja di mal
kota gudeg di tengah pandemi
menjadi lebih berwarna dengan
adanya aplikasi ngemal online.
Peluncuran dilakukan dJumat
(27/11), cara menggunakan apli-
kasi secara lengkap oleh Asst, de-
ngan berbagai hadiah untuk pe-
ngunjung. "Peluncuran juga dime-
riahkan hiburan K-Pop Dance
Cover oleh Cookie Monster dan
lainnya," jelasnya.

KR-Juvintarto

(R4)-d Launching Malioboro Mall-Shop & Deals.
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dibenarkan karena dapat membahayakan diri
sendiri. Hal ini diperkuat dengan kejadian pa-
da Minggu, 22 November lalu saat terjadi
guguran dinding kawah di Lava 1954 yang
disebut sebagai kejadian luar biasa karena vo-
lume yang runtuh cukup besar dan kejadian
tersebut mengubah morfologi puncak.

Agus sangat tidak menyarankan ada misi
apapun ke puncak Gunung Merapi meskipun
dengan alasan mitigasi karena kondisi saat ini
masih sangat berbahaya. "Masyarakat untuk
tetap tenang dan bersabar menghadapi aktivi-
tas Gunung Merapi ini. Kita berikan waktu
kepada Gunung Merapi untuk berekspresi
karena selama ini sudah memberikan man-
faat yang luar biasa kepada kita semua," tutup
Agus.

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hameng-
ku Buwono X, saat ini komando penanganan
kedaruratan Merapi memang ada di Kabupa-
ten Sleman. Kendati demikian Pemda DIY
siap mendukung penuh seandainya nanti ter-

jadi erupsi Merapi. Karena itu Pemda DIY
akan mengeluarkan surat terkait dukungan
terhadap penanganan keadaan darurat
Merapi.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menya-
takan, Pemda DIY siap mendukung pena-
nganan keadaan darurat Gunung Merapi, se-
suai penetapan status tanggap darurat Gu-
nung Merapi dari Bupati Sleman. Supaya
Pemda DIY bisa memberikan dukungan se-
cara maksimal, surat sudah diajukan kepada
Gubernur DIY dan diharapkan bisa segera
keluar.

"Pak Gubernur siap memberikan dukungan
terkait penanganan kedaruratan Merapi.
Semua akan dituangkan dalam surat yang di-
tandatangani Gubernur DIY. Intinya meru-
pakan dukungan Pemda DIY kepada Pemkab
Sleman dalam menggerakkan sumber daya
yang ada jika terjadi keadaan darurat Merapi
serta sesuatu yang tidak diinginkan," ujar
Baskara Aji kepada KR.

Baskara Aji menegaskan, Pemda DIY akan
menggerakkan potensi yang ada untuk men-
dukung apabila terjadi kedaruratan Merapi,
mulai Desember 2020 ini.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) DIY Biwara
Yuswantana mengatakan, setelah Bupati
Sleman menyatakan status tanggap darurat
Merapi, komando penanganan darurat benca-
na ada di Sleman. Meski begitu, Pemda DIY
selalu siap untuk memberikan dukungan se-
cara penuh. Untuk itu dibutuhkan payung ke-
bijakan yang dituangkan secara tertulis dan
ditandatangani Gubernur DIY. "Saat ini surat
soal keadaan darurat Merapi sudah diajukan
dan tinggal menunggu tanda tangan Guber-
nur DIY. Mudah-mudahan segera turun. Ka-
rena dengan adanya surat tersebut bisa dija-
dikan landasan bagi Pemda DIY untuk mem-
berikan support penuh ke Pemkab Sleman se-
andainya terjadi bencana (erupsi) Gunung
Merapi," terang Biwara. (Dev/Ira/Ria)-d

Ditemukanooo000..O.coo.000..O.coo.000..O.coo.Ooo..O.coo.O.o..o.c.o.o.o..o.o.o Sambunganhall

Penggeledahan, menurutnya, dilakukan di be-
berapa ruangan di Kantor Kementerian Kelaut-
an dan Perikanan pada Jumat (27/11) mulai seki-
tar pukul 10.45 WIB sampai Sabtu (28/11) seki-
tar pukul 03.00 WIB. Penyidik dalam pengge-
ledahan ini juga menemukan beberapa dokumen
dan barang bukti elektronik terkait dengan
perkara dugaan suap yang diterima oleh tersang-
ka EP (Edhy Prabowo) dan kawan-kawan.

Selanjutnya penyidik akan melakukan analisa
terhadap uang dan barang yang ditemukan
dalam penggeledahan tersebut dan akan di-
lakukan penyitaan. Ia juga menyebutkan,
penggeledahan masih akan dilakukan oleh tim
penyidik ke beberapa tempat yang diduga terkait
dengan perkara ini. "Namun, kami tidak bisa
menyampaikan lebih lanjut terkait dengan tem-
pat-tempat dimaksud mengingat ini adalah
bagian dari strategi penyidikan," kata Ali.

Dalam perkara dugaan penerimaan suap ter-
kait penetapan izin ekspor benih lobster, KPK
telah menetapkan tujuh tersangka yaitu sebagai

tersangka pemberi adalah Menteri Kelautan dan
Perikanan Edhy Prabowo, dan Staf Khusus
Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus
Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Safri.

Selain itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan
Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji
Tuntas Andreau Pribadi Misata, pihak swasta
yang juga Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan
dan Perikanan Amiril Mukminin pengurus PT
Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri
Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih.

Sementara sebagai tersangka pemberi suap
adalah Direktur PT Dua Putra Perkasa
Suharjito. Edhy diduga menerima suap dari pe-
rusahaan-perusahaan yang mendapat penetap-
an izin ekspor benih lobster menggunakan pe-
rusahaan "forwarder" dan ditampung dalam satu
rekening hingga mencapai Rp 9,8 miliar.

Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang
saat ini jadi penyedia jasa kargo satu-satunya
untuk ekspor benih lobster itu selanjutnya dita-
rik ke rekening pemegang PT ACK, yaitu Ahmad

Bahtiar dan Amri senilai total Rp 9,8 miliar.

Selanjutnya pada 5 November 2020, Ahmad
Bahtiar mentransfer ke rekening staf istri Edhy
bernama Ainul sebesar Rp 3,4 miliar yang dipe-
runtukkan bagi keperluan Edhy, istrinya Iis
Rosyati Dewi, Safri, dan Andreau.

Uang tersebut antara lain digunakan untuk
belanja barang mewah oleh Edhy dan istrinya di
Honolulu, AS, pada 21-23 November 2020 sejum-
lah sekitar Rp 750 juta. Barang-barang mewah
itu antara lain berupa jam tangan Rolex, tas
Tumi dan LV dan baju Old Navy.

Selain itu, sekitar Mei 2020, Edhy juga
diduga menerima 100 ribu dolar AS dari
Suharjito melalui Safri dan Amiril. Sedangkan
enam orang tersangka penerima disangkakan
melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau
Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagai-
mana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal
64 ayat (1) KUHP. (FuD-d



